PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan apabila Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan
tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah
terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan
setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala
daerah tentang APBD dan Pasal 106 ayat (1), (2) dan Pasal 107
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

. bahwa sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Mojokerto Tahun
Anggaran 2014 belum dicapai persetujuan bersama antara
DPRD dengan kepala daerah sehingga mengalami
keterlambatan penetapannya,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati ;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi
Perjalanan Dinas Pejabat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan
Penilik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi
atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang
Hibah Daerah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/ PMK.05/2009 tentang
Sistem Akuntansi Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2010 tentang
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang
Bersumber dari Hibah Luar Negeri atau Dalam Negeri yang
Diterima Langsung Kementerian Negara Dalam Bentuk Uang;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor S Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
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Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 195);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank
Jatim ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12
Tahun 2013;
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56. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 Nomor 2);

S7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah  Rp. 1.498.167.137.741,00

2. Belanja Daerah Rp. 1.682.544.190.444,17
Surplus /(Defisit) (Rp. 184.377.052.703,17)




3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 197.211.834.451,44
b. Pengeluaran Rp. 12.834.781.748,27
Pembiayaan Netto Rp. 184.377.052.703,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 212.175.595.550,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 959.783.108.218,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah sejumlah Rp. 326.208.433.973,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 117.156.836.200,00
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 42.312.801.850,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp. 7.097.435.500,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah sejumlah Rp. 45.608.522.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak sejumlah Rp. 75.398.726.218,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 832.266.682.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 52.117.700.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil pajak dari
Propinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya sejumlah Rp. 74.008.746.440,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus sejumlah Rp. 186.022.342.540,00

c. Bantuan keuangan dari propinsi
atau dari Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah Rp. 66.177.344.993,00
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Pasal 4
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 947.872.018.258,47
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 734.672.172.185,70
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 814.999.814.361,87
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 56.228.000,00
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 26.292.683.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 15.783.490.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa sejumlah Rp. 13.289.063.588,87
g. Belanja bantuan keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 76.155.210.863,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.295.528.444,73
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 73.525.400.481,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 334.171.411.118,32

c. Belanja modal sejumlah Rp. 326.975.360.586,38
Pasal S

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 197.211.834.451,44
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.834.781.748,27
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun Anggaran sebelumnya

sejumlah Rp. 197.211.834.451,44
b. Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah

Yang dipisahkan Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan

sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah Rp. 1.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 1.239.705.036,00
d. Pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
e. Pengembalian bunga dana

cadangan Rp. 595.076.712,27

Pasal 6

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 merupakan dasar pelaksanaan pengeluaran untuk
membiayai keperluan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2014 yang
besarnya ditetapkan paling tinggi sebesar angka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7
Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat :
a. mengikat yaitu merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
b. wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan,
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak

ketiga.

Pasal 8
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya
dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014.

Pasal 9
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini, terdiri dari :
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1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran [II  Penjabaran APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan
serta Pembiayaan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan ;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan ;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan  Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah ;

10. Lampiran X Daftar  Perkiraan penambahan  dan
Pengurangan Aset lainnya ;

11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini ;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

Pasal 10
Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kkerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.






